
BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR TAHUN2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa

untuk setiap desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran

2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

\  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentsing
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

/



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap

Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa

Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1884);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai imsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barru.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahxm 2016

tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,

Pemantauan, dsin E^valuasi Dana Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahvm 2017 Nomor 537)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap

Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa

Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1884);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Barru Tahim Anggaran 2018 (Lembaran Daereih

Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);

MBMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2018.

BABl

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati seb^ai unsur penyelen^ara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanasin urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barru.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,



kepentingan ma^arakat setempat berdasarkan prakarsa ma^arakat, hak

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui

An^aran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelen^ara Pemerintahan Desa.

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB

Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pa8al2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran

2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar;

b. alokasi afirmasi; dan

c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a,

dihitung berdasarkan alokasi dasar per-kabupaten dibagi jumlah desa

sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107

Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tin^.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

AA per Desa = AAKab/Kota / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa



AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres
mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah

pendud\ik miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

miskin tin^

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per
Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tin^ dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi
Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Pendudiok
Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung

berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

indeks kesulitan geografis ysing bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal

5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Zl) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk

Desa di Kabupaten Barru.

Z2 = rasio jumlsih penduduk miskin setiap Desa terhadap total

penduduk miskin Desa di Kabupaten Barru.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah

Desa di Kabupaten Barru.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten

Barru.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota.

/



Pasal 7

Indcks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c

disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di

bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun

Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening

Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa (RKD).

(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas

Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana

Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan

penyaluran telah dipenuhi.

Pasal 10

(1) Persyaratan penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2)

sebagai berikut:

a. Tahap I sebesar 20% disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling

lambat Minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan;

1. Peraturan Daerah Mengenai APBD; dan

2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian dan rincian

Dana desa per desa.

b. Tahap II sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling

lambat Minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:

1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya; dan

2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana

Desa tahun anggaran sebelumnya

c. Tahap III sebesar 40% disalurkan paling cepat bulan JuU dengan

persyaratan:

1. Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;

dan

/



2. Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana

Desa sampai dengan tahap II

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan rata-rata realisasi

penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-

rata capaian output menunjukkan peding kurang sebesar 50% (lima puluh

persen).

(3) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung

berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(4) Pen5aisunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume

output, cara pengadaan, dan capaian output.

(5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum

memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel

referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh

kementerian/Iembaga terkait.

BAB IV

PBNGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak

termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada

saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang

dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan

secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal,

dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari

masyarakat Desa setempat/padat karya.



Pasal 13

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan

Dana Desa.

BAB V

PBLAPORAN DANA DESA

Pasal 14

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran beijalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap 1

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling Isimbat

tan^al 7 Juli tahim anggaran beijalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),

Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output

kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 15

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

14 Ayat (3) dan ayat (4);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun einggaran sebelumnya lebih

dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal pemerintah (API?).

(2) Pemondaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun

anggsiran beijalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran

sebelumnya.

/



(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar

dari jumlah Deina Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran

Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bxilan Juli tahim anggaran

beijalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih

besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dissdurkan dsm menjadi

sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan

oleh aparat pengawas internal pemerintah dalam hal terdapat potensi atau

telah texjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada

Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran

DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 16

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (I) huruf a telah diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau

sama dengan 30%; dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal pemerintah.

(2) Dalam h£il penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b berlangsung sampai dengan

berakhimya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke

RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa.

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai

Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran beijalan dan agar

dianggeirkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran

berikutnya.

/



(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu

pertama bulan Juli tahun anggaran beijalan, Bupati menyampaikan

permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari

RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik

dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran

beijalan.

Pasal 17

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK

Fisik dan Dana Desa.

BAB VU

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pad^anggal, „
I BUPini BARRU, (

Diundangkan di Barru

pada tanggal,

8EKRETARI8 DAERAH KABUPATEN BARRU,

SUj RDI SALEH
/

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR Al X



LAMPIRAN PERATURAN BUPAT! BARRU

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

AC TAHufO-^ca

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA SETIAP DESATAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN DANA DESA UNTUK SBTIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN DAN ALOKASI DASAR ALOKASI ALOKASI PAGU ANGGARAN
NO

DESA (Rp) AFIRMASI (Rp) FORMULA (Rp) (Rpl

1 2 3 4 5 6

1 TANETE RIAJA

1 Desa Harapan 616.345.000 147.071.000 485.057.000 1.248.473.000

2 Desa Lompo Tcngah 616.345.000 147.071.000 229.323.000 992.739.000

3 Desa Kading 616.345.000 - 308.802.000 925.147.000

4 Desa Libureng 616.345.000 147.071.000 280.673.000 1.044.089.000

5 Desa MatUrowaliE 616.345.000 147.071.000 481.959.000 1.245.375.000

6 Desa Lempang 616.345.000 147.071.000 332.520.000 1.095.936.000

II TANETE RILAU

1 Desa Pancana 616.345.000 - 403.682.000 1.020.027.000

2 Desa Lalabata 616.345.000 - 451.463.000 1.067.808.000

3 Desa Corawali 616.345.000 - 288.031.000 904.376.000

4 Desa Pao-Pao 616.345.000 147.071.000 278.487.000 1.041.903.000

5 Desa Tcllumpanua 616.345.000 - 344.869.000 961.214.000

6 Desa Lipukasi 616.345.000 - 428.280.000 1.044.625.000

7 Desa Garessi 616.345.000 - 263.779.000 880.124.000

8 Desa LasitaE 616.345.000 - 319.933.000 936.278.000

III BARRU

I Desa Palakka 616.345.000 - 323.697.000 940.042.000

2 Desa Tompo 616.345.000 147.071.000 320.354.000 1.083.770.000

3 Desa Anabanua 616.345.000 147.071.000 364.811.000 1.128.227.000

4 Desa Galung 616.345.000 - 308.286.000 924.631.000

5 Desa Siawung 616.345.000 -
379.535.000 995.880.000

IV SOPPENG RIAJA

1 Desa Lawallu 616.345.000 147.071.000 271.185.000 1.034.601.000

2 Desa Paccckke 616.345.000 - 231.207.000 847.552.000

3 Desa Ajakkang 616.345.000 - 297.787.000 914.132.000

4 Desa Siddo 616.345.000 - 328.317.000 944.662.000

5 Desa Batu Pule 616.345.000
-

320.000.000 936.345.000

V MALI^USETASI

1 Desa Cilellang 616.345.000 - 339.027.000 955.372.000

2 Desa Manuba 616.345.000 147.071.000 377.951.000 1.141.367.000

3 Desa Nepo 616.345.000 147.071.000 662.404.000 1.425.820.000

4 Desa Kupa 616.345.000 147.071.000 316.528.000 1.079.944.000

5 Desa Bojo 616.345.000 147.071.000 399.185.000 1.162.601,000

/



KECAMATAN DAN ALOKA8I DASAR ALOKA8I ALOKASI PAGU ANGGARAN
nij

DESA IRp) AFIRMASI (Rp) FORMULA (Rp) (Rpl

1 2 3 4 5 6

VI PUJAN ANTING

1 Desa Pujananting 616.345.000 147.071.000 653.038.000 1.416.454.000

2 Desa Gattareng 616.345.000 479.402.000 1.095.747.000

3 Dcsa Pattappa 616.345.000 294.142.000 411.153.000 1.321.640.000

4 Desa Janganjangan 616.345.000 147.071.000 416.561.000 1.179.977.000

5 Dcsa Buto - Bulo 616.345.000 147.071.000 602.048.000 1.365.464.000

6 Desa Bacu - Bacu 616.345.000 147.071.000 399.718.000 1.163.134.000

VII BALUSU

I Desa Balusu 616.345.000 147.071.000 282.608.000 1.046.024.000

2 Desa Lampoko 616.345.000 147.071.000 301.191.000 1.064.607.000

3 Desa Kamiri 616.345.000 147.071.000 425.817.000 1,189.233.000

4 Desa Madello 616.345.000 - 388.749.000 1.005.094.000

5 Desa Binuang 616.345.000 147.071.000 278.854.000 1.042.270.000

JUMLAH 24.653.800.000 3.382.633.000 14.776.271.000 42.812.704.000

BARRU

SU\RDI SALEH

l/ /•


